
 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMERINTAH KOTA PASURUAN  TAHUN 2021 

NOMOR 188/75/423.105/2021 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS SOSIAL 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 
KEPALA DINAS SOSIAL PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 

Menimbang :    a. bahwa dalam rangka  mewujudkan  penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan  kepastian 

hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara 

pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 

Sosial Kota Pasuruan tentang Standar Pelayanan. 

Mengingat  :  

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan   Pemerintah    Nomor    96    Tahun    2012    

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

  

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

DINAS SOSIAL 

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 85 A Telp/ Fax (0343) 423628  

PASURUAN – 67117 

 



dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Secara Nasional; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Evaluasi Kinerja Peraturan Daerah Nomor 8  Tahun  2015 

Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan   Publik.    
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : 

KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial Kota Pasuruan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial Kota Pasuruan 

meliputi produk/jenis pelayanan : 

 

1. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Renstra 

2. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Renja 

3. Standar Operasional Prosedur  Pengurusan Barang/Aset 

4. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Masuk 

5. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Keluar 

6. Standar Operasional Prosedur Pembuatan SPJ 

7. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Temuan Audit 

8. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Panjar 

9. Standar Operasional Prosedur Usul Kenaikan Pangkat 

10. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pensiun 

11. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Cuti Tahunan 

12. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala 

13. Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Online 

14. Standar Operasional Prosedur Bansos LVRI 

15. Standar Operasional Prosedur Hibah Uang Kepada Lembaga 

16. Standar Operasional Prosedur Juru Kunci Makam Non Pemerintah 

17. Standar Operasional Prosedur Bansos Program Keluarga Harapan 

18. Standar Operasional Prosedur Verkifikasi dan Validasi PBI 

19. Standar Operasional Prosedur Santunan Kematian bagi Penduduk 

Miskin 

20. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tanggap Darurat Korban 

Bencana 

21. Standar Operasional Prosedur Verifikasi dan Validasi DTKS 

22. Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah Hewan Kurban 

23. Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian Karang Taruna 

24. Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Panti Asuhan LKSA 

25. Standar Operasional Prosedur Izin Pelayanan Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM) 

26. Standar Operasional Prosedur Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) 

27. Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah Lembaga 



28. Standar Operasional Prosedur Pemberian Bansos APBD  

29. Standar Operasional Prosedur Pendataan Bansos APBD 

30. Standar Operasional Prosedur Pemberian Bansos Bidang 

Rehabilitasi Sosial 

31. Standar Operasional Prosedur Penanganan ODGJ 

32. Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Berhadapan 

Dengan Hukum (ABH) 

33. Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus Kesejahteraan 

Anak 

34. Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Korban Kekerasan 

35. Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelaporan Penyandang 

Tuna Sosial (Gelandangan, Anak Terlantar dan Tuna Susila) 

KETIGA          : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan 

Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penialian 

kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat 

pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

KEEMPAT   :  Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan  surat 

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Dinas Sosial Kota Pasuruan. 

 

KELIMA  :  Surat Keputusan ini mulai berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan 

seperlunya. 
 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan 

Pada tanggal, 12 Juli 2021 

          Kepala Dinas Sosial 

         Kota Pasuruan 

 

 

 

                                                HERY DWI SUJATMIKO,S.Sos,MM 

                                NIP. 19701223 199003 1 001 
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